Nomor
Lampiran
Perihal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Makassar, 26 November 2018

Kepada
.800/ 5352/ BKD Yth. (daftar terlampir)
: 2 (dua) exp
: Penyampaian Pelaksanaan Di -
Seleksi Terbuka JPT Madya Tempat

Sesuai dengan keterntuan Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Slpil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Mana]emen Pegawal Negen Sipil, maka bersama ini disampaikan bahwa akan
dilaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan melalui Seleksi Terbuka, sehubungan hal tersebut kami
memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan di -Lingkungan Ins'tansi Saudara untuk mendaftarkan diri

dan mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan dimaksud.

Adapun ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam
lampiran Surat ini atau diunduh melalui website Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan http://bkd.sulselprov.go.id.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang terjalin diucapkan

terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

A4

i

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;

3. Pertinggal.
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Lampiran [ Surat Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor :800/ 3353 /BKD
Tanggal : 25 November 2018
DAFTAR UNDANGAN

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;

. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Sekretariat Negara;

. Sekretaris Jenderal Kementerian PPN /Sekretaris Utama BAPPENAS;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
. Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung;

. Sekretaris Utama Badan Intelejen Negara (BIN);

. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);

. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);

. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);

. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);

. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);

. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

. Sekretaris Jenderal DPR;

. Sekretaris Jenderal MPR;

. Sekretaris Jenderal DPD;

. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
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Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);

Sekretaris Utama Arsip Nasional (ANRI);

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
Sekretaris Utama Badan Insformasi Geospasial (BIG);

Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP);

Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN);

Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);

Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (BAKAMLA);

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);

Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF);
Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
Sekretaris Mahkamah Agung;

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Sekretaris Jenderal Ombudsman;

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
Sekretaris Jenderal Yudisial;

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Sekretaris Daerah Provinsi Riau;

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;

Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung;

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur; :
Sekretaris Daerah Provinsi Bali;

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
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97. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
98. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
99. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
100. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
101. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
102. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
103. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

104. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
105. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
106. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat:
107. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

108. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara:

109. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

110. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;

111. Sekretaris Daerah Kab. Bantaeng;

112. Sekretaris Daerah Kab. Barru;

113. Sekretaris Daerah Kab. Bone;

114. Sekretaris Daerah Kab. Bulukumba:

115. Sekretaris Daerah Kab. Enrekang;

116. Sekretaris Daerah Kab. Gowa;

117. Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto;

118. Sekretaris Daerah Kab. Luwu;

119. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur:

120. Sekretaris Daerah Kab Luwu Utara;

121. Sekretaris Daerah Kab. Maros;

122. Sekretaris Daerah Kab. Pangkaje dan Kepulauan;
123. Sekretaris Daerah Kab. Pinrang;

124. Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
125. Sekretaris Daerah Kab. Sidenreng Rappang;
126. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai;

127. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng;

128. Sekretaris Daerah Kab. Takalar;

129. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja;

130. Sekretaris Daerah Kab. Toraja Utara;

131. Sekretaris Daerah Kab. Wajo;

132. Sekretaris Daerah Kota Makassar;

133. Sekretaris Daerah Kota Palopo;

134. Sekretaris Daerah Kab. Parepare;

135. Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Biro dan Kepala OPD Lingkup Prov. Sulsel.



PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
PEMERINTAH PROVINST SULAWESI SELATAN

Sekretariat : Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Gubernur Sulsel

Gedung I Lt. 2 JI. Urlp Sumoharjo No. 269 Makassar. Telp. (0411) 453192, Fax. (0411) 453487
Website : http://bkd.sulselprov.go.id '

PENGUMUMAN
Nomor: 004 / PANSEL - JPT MADYA / XI / SULSEL 2018

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Naina Jabatan
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (Eselon 1.b). .

2. Persyaratan Umum

1)
2)

3)
4)

3)
6)
7)
8)

9)

Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif; .

Memilliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
Memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina Utama Muda, Golongan Ruang
V/c;

Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan
Fungsional Jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;

Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, per 1 April 2019;

Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau diploma 1V;

Telah mengikuti dan Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II (dikecualikan bagi
Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama);

Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2
(dua) tahun terakhir (SKP tahun 2016 dan tahun 2017);

10) Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
11) Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

12) Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) jabatan

terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

13) Telah menyerahkan SPT/pelunasan kewajiban pajak tahun 2017;
14) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.

3. KETENTUAN PENDAFTARAN

1.

Pendaftaran dimulai pada tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 10
Desember 2018 mulai Pukul 09.00 s/d 15.00 Wita, kecuali hari Sabtu dan Minggu
pukul 10.00 s/d 14.00 Wita;



2. Mengajukan.Surat lamaran bermaterai Rp.6000,- yang ditujukan kepada Panitia

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagaimana format Lampiran 1 (dapat diunduh pada
website http://bkd.sulselprov.go.id);

Surat lamaran disampaikan langsung atau dikirim melalui pos (cap pos 10
Desember 2018) dan ditujukan kepada:

Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi
Sulawesi Selatan

U.p. Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya Tahun 2018 d/a
Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Kantor Gubernur Suisel Gedung I Lt. 2 JI. Urip
Sumoharjo No. 269 Makassar. Telp. (0411) 453192, Fax. (0411)
453487.

Dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan dan susunan sebagai berikut: |

a) Pas Photo Warna ukuran 3 X 4 latar belakang merah sebanyak 2 (dua)
lembar; '

b) Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana format Lampiran 2 (dapat diunduh pada
website http://bkd.sulselprov.go.id);

c) Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, sebagaimana format
Lampiran 3 (dapat diunduh pada website http://bkd.sulselprov.go.id);

d) Fatocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;

e) Fotocopy SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;

f) Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;

g) Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat
Kepemimpinan Tk.II atau setingkat lebih tinggi yang telah dilegalisir;

h) Fotocopy Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
jabatan terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

i) Fotocopy SKP tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah dilegalisir;

j) Surat Keterangan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang dan/atau berat serta tidak pernah dipidana karena melakukan
tindak pidana - korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Pejabat
Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sebagaimana format Lampiran 4

(dapat diunduh pada website http://bkd.sulselprov.go.id);

k) Fotocopy SPT/pelunasan kewajiban pajak tahun 2017;

B. TAHAPAN SELEKSI

X

NO KEGIATAN TANGGAL WAKTU | KETERANGAN
1 | Pengumuman 26 November 2018 Jadwal Kegiatan
Pendaftaran dan Penerimaan | 26 November sd 10| 15 Hari | dapat berubah
Berkas Desember 2018 sewaktu-waktu
3 | Seleksi Administrasi 11 Desember 2018 1 hari dan akan
diinformasikan
4 | Pengumuman Hasil Seleksi | 11 Desember 2018 1 hari kepada peserta
Administrasi melalui website
5 | Tes Kesehatan, Kejiwaan dan | 13 Desember 2018 1 Hari
Bebas Narkoba




6 | Pengumuman  Hasil  Tes| 17 Desember 2018 1 Hari
Kesehatan, Kejiwaan dan :
Bebas Narkoba

7 | Penilaian Kompetensi 18 Desember 2018 1 hari
(Assessment)

8 | Penulisan Makalah 19 Desember 2018 1 Hari

9 | Pengumuman Hasil Penilaian | 26 Desember 2018 1 Hari
Kompetensi (Assessment) dan
Penulisan Makalah

10 | Wawancara Akhir Pansel 26 Desember 2018 1 hari

11 | Pengumuman Hasil Seleksi | 27 Desember 2018 1 hari
Terbuka

12 | Pengajuan Nama 3 (tiga) | 28 Desember 2018 1 hari

Calon terbaik kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian Provinsi
Sulawesi Selatan

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1.
2

Berkas yang tidak lengkap sesuai dengan persyaratan tidak diproses;
Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM
BENTUK APAPUN;

. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak
benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta
Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan;

. Setiap dokumen yang diserahkan kepada Panitia Seleksi, menjadi milik Panitia

Seleksi sebagai bahan dokumentasi;

. Setiap perkembangan/perubahan dalam proses seleksi ini akan disampaikan melalui

website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan alamat

http: //bkd.sulselprov.go.id:

. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan/perubahan informasi menjadi tanggung

jawab pelamar;

. Keputusan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya " Provinsi

Sulawesi Selatan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Makassar, 25 November 2018

Panitia Seleksi Pengisian




AMPIRAN 1

Perihal

............. , 2018
Kepada

Yth. Panitia Seleksi Terbuka Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan
Lamaran mengikuti Seleksi Terbuka Di -

Pengisian JPT Madya MAKASSAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang, TMT
Jabatan

Unit Kerja

Instansi

No. Handphone {Whatsapp)

Bermaksud untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terlampir kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Pas Photo Warna ukuran 3 x 4 Latar Belakang Merah sebanyak 2 (dua) lembar;

Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp. 6.000,-;

Swurat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;

Fotocopy SK Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;

Fotocopy ljazah terakhir yang telah dilegalisir;

Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklatpim Tk. 1I/setingkat

lebih tinggi yang telah dilegalisir;

8. Fotocopy Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) jabatan
terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

9. Fotocopy SKP Tahun 2016 dan 2017 yang telah dilegalisir;

10. Surat Keterangan yang Menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
dan/atau berat serta tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bermaterai
Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Pejabat Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

11. Fotocopy SPT/pelunasan kewajiban pajak tahun 2017;

~

SQy U1 e 03B kS

Demikian Surat lamaran ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan
untuk mengikuti Seleksi Terbuka dan bersedia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Panitia Seleksi.

Hormat Saya

Materai
Rp. 6.000,-

Nama Lengkap



APIRAN 2

II.

IIL.

Iv.

IDENTITAS
Nama
NIP

Agama

W RN W

10. Unit Kerja

Tempat & tanggal lahir

Jenis Kelamin

Suku Bangsa
Pangkat Terakhir
Pendidikan Terakhir
Jabatan saat ini

11. Alamat Rumah
12. No. Telepon/HP/No.WA

13. Alamat email

PENDIDIKAN FORMAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pas foto
3x4

..............................................................................................

.........................

.................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

No

jenjang

Jurusan

Institusi

Tahun Masuk

Tahun Lulus

1

2

dst

RIWAYAT KEPANGKATAN

No

Pangkat

Gol. Ruang

TMT

1

2

dst

RIWAYAT JABATAN

No

¥ ]abgtan

Eselon

Instansi

TMT

1

2

dst

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN / TEKNIS / FUNGSIONAL

No

Nama Pelatihan

Penyelenggara

Wakiu

1

2

dst

VI. RIWAYAT KELUARGA
1. DATA ISTERI/SUAMI

No

Nama

Tempat dan Tgl Lahir

Tgl Kawin

Pekerjaan

Keterangan

1

dst

2. DATA ANAK

No

Nama

Tempat dan Tgl Lahir

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Keterangan

1
2".

dst

3. DATA ORANG TUA KANDUNG

["No

Nama
Tempat dan Tgl Lahir

Pekerjaan

Keterangan

1

2

dst

KETERANGAN :
DRH ini diisi secara lengkap

msnensasiy st L83



PIRAN 3

KOP INSTANSI

RNYATAA E N
Nomor:

Kami Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten
dan Kota dengan ini menyatakan bahwa menyetujui Pegawai Negeri Sipil :

Nama

NIP
Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan

Unit Kerja

Untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi.

..................... " 2018

Pejabat Pembina Kepegawaian

(tanda tangan dan stempel Dinas)
Nama



(AMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN YANG MENYATAKAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU BERAT SERTA TIDAK PERNAH DIPIDANA
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP
Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan

Unit Kerja

Instansi

Dengan ini menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau
berat serta tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan dan a;abil'a dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang
mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. _

Mengetahui, $sansaenatassronny 2018
Inspektorat Jenderal/Inspektorat galng membuat pernyataan,
Provinsi/Inspektorat Daerah elamar

Materai
(Tanda tangan dan stempel dinas) Rp. 6000, -

(Nama Pejabat) {Nama Pelamar)

NIP. NIP.



